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PERATURAN DAERAH KABUPATBN SAROLANGUN

NOMOR Y TAHUN 2A72

TENTANG

POKOK.POKOII PtrNGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 151
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 33O ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Und,ang Nornor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukein Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabr-rpaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik
Indonesia 'Iahun L999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Uniang Nomor 54 Tahrrn lggq tentang
Pembentukia.n Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jahung Timur (Lembaran lVegal:a Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor 39691;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara pembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Menimbang

Mengingat

2.

J.

4.



5- undang-unrlang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44BT)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor LZ Tahrrn 2OOB
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang' Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repr.:b1ik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor a844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor aa38,);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a578);

8. Peraturan Menteri Dalam i,tegeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daera.h;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KEI'ENTUAN UMUM

, i *"f'ffiLT:x*"

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urLlsan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
Juasn3ra dala.w sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



2.PemerintahDaerahadalahBupatidanperangkatdaerahsebagaiunsur
penyelen ggar a pemerintahan daerah'

3. Daerah otonom selar{utny" ;id;ili daerah adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempuny^i b"h;:tatas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan p";;;t h"" a^t 
- 
kepentingan masyarakat

setempat *.***f pru.t**i'-;""d* berdasarka:;r aspirasi masyara"kat

dalam ri.t","' N!i*a ?esatuan Republill*:"esia'
4. peraturan Daerah adalah peraturan perun;;;t-undangan yan.g dibentuk

oleh Dewan perwakilan R"k#- o"ir"t' aerigan persetujuan bersama

s. [:l*#"i**n adalah se.mua ]*ia,kewajiban *"111 dalam rangka

penyelenggrl*rr. p"*"ri.rt^d daerah 
_ 
yang dapat dinilai dengan Llang

termasuk di dalamrry* *"gur*Ilnrut tetayain yang berhubungan dengan

6 . lh**"yrolf #Fi.Hfr "3gi"n ke seluruhan ke giatan vans meliputi

perencan""*---pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,
p,ertanggunga*aban-d3n p"og*"""o kerrangan daerah'

T. pemegang 1.[k *"aan PengeloLan K"uarrga"b-*"t*f' adalah Kepala Daerah

yang karena jabatlnnyS 
";;;rr"y"i "kewenangan menyelenggarakan

il"*Jl.rtur,*" p"ttg"tot"ut' keuangan daerah' 
fisingkat PPKD

8. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yaurlg selanjutnya c

adalah kepala satuan f."t:"'pqlg"iof" tt"t'*:t'g"t' d1e3h yang selanjutnya

disebut dengan kepala Sfpldn- yang *"*it'"Vai tugas melaksanakan

pengelolar'r, 
-A"gg 

'"" 
pt"i*ptt*" i"" ;;h"6 naeiah dan bertindak

e ;"*t*f;"*** H#fr?Xfi;9:t3y" disingkat BuD adalah PPKD

yang bertindak Jalam t *p"JitrJseuagai Bendahara utt"-tm Daerah'

t0.PenggunaA'nggaran?qd"hpeiabat-pemegangkewenanganp'enggun'aarl
arggaran "i]* 

melaksanaL''" tugas pltot dan fungsi SKPD yang

,, ggffirll,3;ang adalah pejabar pemesang kewenangan penggunaan

1r. ltf##1'f"tffitmum Daerahedarah pejabat vans diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian tugas BU? " . 1- -4 J.r*ari l.rasa untuk
13. Kuasa pengguna anggar;; *a^ut, pejabat yang diberi kuasa untul'

melaksanakan sebagian l<ewenangan pengguna Anggaran dalam

melaksan"f.i sebagian tugas dan fyggl SKPD'

i4. pejabat penaiausah?an I{fii*rr!*" SKP? yang selanjutnya disingkat PPK-

sKpD adalah pejabat v*rtg n;*i"k""o"k"n {ungsi tata trsaha kerranrgan

,r. F3,1?:,T:*"ana Teknis Kegiatan vans selanjutnva disingkat PPTK adalah

pejabat dt; unir kerj" ;ft, i"^e inelaksanakan satu atau beberapa

["gi"t o'dari suatu prografl] sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Bendahara Penerima"r, *Jui*n p":"U"i. fungsiorial y*"g ditunjuk untuk

menerima, menyimp"";-* driyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkanuang"pendapatandaerahdalamrangka
pelaksanaan APBD Pada SKPD'

17. Bendahara pengeluar*rr 
''^^a*"r, 

pejabat fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimp"" 
-* *t*b"y.*5*' *tt'atausahakan' danr

mempertanggunglawabkan *;g o,rt'ok kepertrrran b'elanja' daerah dalarn

,.rrgk* Petaiisanaan APBD Pada FKPD'
1g. Tim arrggur"., Pemerintah Daerah yang selanjutn-ya disingkat TAPD adalah

tim yang dibentut a"rrga*, r"*p.rt ru"ti i."p"i* "daerah 
dan dipimpin oleh

sekretaris daerah yang *"*poiryai tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakankepala{ae.rah.dalamrangkapenyusunanAPBDyang
anggotanya terdiri dali.pejabat p"r*rr"*:** d^aerah, PPKD dan pejabat

IainnYa sesuai dengan kebutuhan'



3g. Pinjaman Dabrah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaal yang bernilai uang dari

pihak t"l, *"'rrirrgga daerih dibebani kewqjiban untuk membayar kembali'

39. Utang p""rarr-rfrilah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah

danlZtau t *":iU"" iemerintah daerah ya*g dapat dTlli dengan uang

berdasarkanr peratr-rran perundang- ' perjanjian' atanr

berd.asarkan sebab lainnya yang sah'
40. Dana c*a.rrgar- 

"adu1r" 
dana 1"rg disisihkan guna mendanai kegiatan

yang memerfiIkan dana relatif Olsar yang tidak dapat dipenuhi dalarn satu

tahun anggaran'
41. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga' dan barang

yang nyata 
-dan 

pasti jumlahnyl- sebagai akibat perbuatan melawan

irtk m, Uait sengaja maupun lalai'
42. Kerartgka Pengeluaran .Jangka Menengah adalah pendekatan

penganggaran bErdasarkan tceUiiat<an, dengan pengambilan keputusan

terhadap r.*uij"r.* tersebut aiutut<an dalam perspg$tif .lebih dari satu

takr,;m .*ggui*rr, dengan nnemp,ertimbangkan' irnplikasl biaya akibat

keputusan ,""U'bersaigkutan plda tahun berikutnya yang dituangkan

dalam Prakiraan maju.
41.prakiraan M;Jl" (failtard estimatej adalah perhitungan kebutuhan dana

untuk tahun 
"rrrigu.r^r, berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinamUungan-pto8 "* 
dan kegi"tart yang telah disetujui

dan menjadi dasar pen)rusuntn *nggaran tahun berikutnya'

44.Kinerja adaLah keluarair/h""il dari-fegiatat/program-yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaian dengan kuantitas dan

kualitas Yang terukur.
45. pengarggu"r.:r, Terpadu (untfied budgeting) adalah pen,rusunan rencana

keuangan tah,gnan yang dUatut<an secara terirrtegrasi rrntrrk seh'rnrh jenis

belanja guna melak-sanrt rn kepa$1 pemerintahan yang didasarkan pada

prinsip pencapaian efisiensi erlokasi dana'
+6. i.ung*i "Auf# 

perwujudan tugas kerremerintahan di bidang tertentu yang

dilaksanakan aaUm iangka t lr"*p*i tujuan pembangunan nasional'

47 . Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu ;||, i.Uift kegiatan d"ttg*t mengglrnakal sumber daya yang

disediakan ,r"i"r. *.n"^pii hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD'

48. Kegiat"n ,J4J Uagian dari program. Y?ns dilaksanakan oleh satu atau
' lebih unit kerja pia" SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur p*a*-"*.rat, program dal terdiii dari sekumpulan tindakan

pengerahan sr.mber d*y*, baik yang _berupa personil (srr"rnber daya

manusia), barang modai termasuk peialatat dan teknologi, dana' atau

kombinasi dari beberapa atau kesemrla jenis sumber daya tersebut sebagai

nrasukan 6npwt1 untut rnenghasilkan keluaran (outpwtj datam bentuk

barang/jasa.
49. Sasar an (tirget/ adalah hasi.l yang diharapkan dari suatu program atau

keiuaran yang diharapkan dari suatu kegiatan'
EO. Keluar"n foiTput) ad,ilah harang atau jisa yang .dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksaiakan untuk meridukung pencapaian sasaran dan tqjuan

program dan kebijakan'
51. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang menceffninkan berfungsinya

kelrrarandarikegiatan-kegiatanda.lamsat\rpfogram.
52. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah -yang selalt:gfnv1

disingkat RPJMD ldahh dgkumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun.
53. Rencana Pembangunan Tahunan

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

untuk Periode 1 (satu) tahun'

Daerah, selanjutnya disebut Rencana
adalah dokumen perencanaan daerah



54. Kebijakan Umum ApBn yang selanjutnya disingkat KUA adalah d'okumen

. yang memuat kebijakan bictang pendapatan, belanja, dan pembiayaan

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun'
55. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggartrA yang"dib*iit "i. fcepad.a SKPD _unt.lk s,etiap program sebagai

acuan dalam pirryo*rrran RICR-SKPD sebelum disepaka_ti dengan DPRD.

56. Rencana Kerji dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adaJah dokumen perenc€Lnaan dan penganggarafl yan;g berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program d11 kegiatan SKPD serta rencana

pembiayaan selaku dasar penyusunan APBD '

57. Rencana Kerja dan Anggat." Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya bisingkat RXn-ppXO adalah rencana kerja dan anggaran

badan/ dinas/, baglan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

5g. Anggarar-L pendap-atan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana k".r.rng*n tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

diset,rjui b,er-sarna oGh p,***rintah d.aerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

59. Dokumen pelaksanaan"Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD merr..l.pakan dokumin yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna

anggaran.
60. Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaall anggararl

bad,anl dinas/baglan keuangem selaku Bendahara Umum Daerah'

61. Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan

p,endapatan, belanja dan pernblayaan yel\g digunakan sebagai dasar
pelaksanaan peru.bahan anggaran oleh penggu"na anggarqn'

62. Anggaran Kas adalah dokurrlen perkiraan arus kas masuk yang bersumber

darl* penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan

dalam setiaP Periode'
63. Surat PenYediaan l)ana Yang

yang menYatakan tersedianYa
selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
dana- untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP.

64. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat sPP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas.

pelaksanaatl kegiatanibendahar" 
" p*ttg*to**tt rrntrrk mengajukarf

permintaan Pembayaran.
65. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk

*r"t rin kerja dalarn melaksanakan kegiatan operasional -1ehari-hari'
66. Spp Uang Fersediaan yang selahjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen

yang diafukan oleh bendah"ra pengeluaran untuk permintaan uang muka

lerja yang bersifat pengisian kembali (reuoluing) yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung'
67. SPP Ganti U#g iersediaan yangi selaqiutnya disingkat SPP-GU adalah

dokumen yang Ii*3.rk*n oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengganti 

- ,o:ng persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
tpembaryar an laegst rng.

OA. bpp Tambahar, fr*rg-e*rsedia.an yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah

dokumen yang diajikan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

tambahan **ig fersediaan guna rnelaksanakan kegiatan SKPD yang

bersifat mendesl"k dan tidak riapat digunakan untuk pembayaran Iangsung

dan uang Persediaan.



69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yangr
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gqii dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PP[K. I

70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD.

71. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disrngkat SPM-GU adalah doktmen yang diterbitkan oleh pengg\rna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelan3'akan.

73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah doktrrnen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga.

'75. Surat Perintah Pencarran Dana yang selarg'utnya dist'ngkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

76. Sistem Pengendalian Intern l(euangan Daerah merupakan suatu proses
ya:rg berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan
evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan ,kebijakan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan.

77. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat
LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu
tahun anggaran berdasarkan Rencana Kery'a Pemenntah Daerah (RKPDJ yang
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

78. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya
disebut LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraarl
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan
yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

79. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang
tersedia di daerah.

Bagian Kedua
Rttang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut ph"jak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman;



b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
dan membayar tagihan piha.k li:etiga;

c. penerimaan daerah;
d. pengeh.raran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

srrrat berharga, pirrtang, barang, s,erta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
daerah;

f. kekayaan pihak lain yang dikuasar oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerirrtahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:
a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
c. asas \rrn\tfir dana struktrrr APBD;
d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
e. penyusunan dan penetapan APBD;
f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
g. penatausahaan keuangan daerah;
h. pertanggpngjawaban pelaksanaan APBD;
i. pelaporan penyelenggaraan pernerintahan daerah;
j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
k. pengelolaan kas umum daerah.;
L pengelolaan piutang daerah;
m. pengelolaan investasi daerah;
,r, p,ut g"lolaarr barang;oitik daerah;
o. pengelolaan dana cadangan;
p. pengelolaan utang daerah;
q. pernbinaan da,n pengawasari pengelo.laan keu.angan daerah;
r. penyelesaian kerugian daerah;
s. pengelolaan keuangan badan ieiyanan umum daerah;
t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah'

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Asas Umum Peitgelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 5
(1) Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu

adalah APBD.
APBD merupakan ariggaran berbasis kinerja'
APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat
periode APBD sama dengan tahun APBN yaitu 1 Januari sampai dengan 31

Desember.

(1)

{2)

(2\
(3)
(4)



Bagian Kedua
Pembgang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

(1) Bupati adalah pemegan* k"k *;-Tryl-frum pengeloiaan keuangan daerah
- dan mewakili daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan.
(2) Bupati melaksanakan kekuersaan umum pengelolaan keuangan daeraht berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran /barang;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah;

g. rnenetapka-n pejabat l,a'ng brertugas rnelakukan pengelolaan barattg milik
daerah;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran.

(4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
sebagaima:ra dimaksud pada melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada:
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan '!

c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggara.nlpengguna barang.
(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

- berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan yang menerima atqu mengeluarkan uang.

(6.} Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kekuasaan sebagaimana' dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

rr Elagian Ketiga
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasa17
(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana dimatsud dalam Pasal 6 ayat (+) huruf a mempunyai tugas
koordinasi dibidang:
a. penJrusunan dan pelaksanana.n kebijakan pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksa.naan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. pen5rusunan rancan.gan APRD dan rancan:gafi perubahan APBD;
d. pen5rusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas

keuangan daerah;
f. pen1rusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

: pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{2} Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U koordinator
pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :

a. memimpin tim arlggaran pemerintah daerah;
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. menyiapkan pedometn pengelolaan barang daerah;



d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD, DPA-PPKD; dan
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
(3) Koordinator pengplolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

- kepada Brrpati.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8
(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi BUD;
e. merr)ruslarr laporan keuanggn daerah dalarn tangka pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD; dan
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupau,
(2) .PPKD selaku BUD berwenang :

a. men5rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petuqjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran iras daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. memarrta,*. p,elaksanaan p,enerknaan dan pengeluaran APBD oleh bank

danf atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

. APBD;
h. menyimpan uang daerah;
i. menetapkan SPD;

' j. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelol a f menatausahakan investasi ;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna' anggaran atas beban rehening kas umum daerah;
1. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintatl daeratr";
m. melaksanakan pemberian pinjaman atas narna pemerintah daerah;
n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
o. melakukan penagihan prutang daerah; !

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengeloiaan serta penghapusan

barang milik daerah. I

Pasal 9
(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

keuangan dadrah selaku kuasa BUD.
, (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.
(3) KuasaBUD sebagairnama dimaksud pada a3'at {1}, mempumyai tugas ;

' a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D; dan
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
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(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3), juga
melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2),
huruf f] huruf g, huruf h, hurufj, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

Bagian Ketima
Pej abat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah

Pasal -tO
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :

a. menJrusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban ar,lggararr

belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. tnelaktrkan p,engujian atas tagihan dan rnernedntahkan pernbayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

arrggaran yang telah ditetapkan;
h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;
i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan krrasa yarag dilimpahkan oleh Bupatr;
m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

sekretaris daerah.

Bagian Keenam
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah

Pasal 11
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan fingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang
kendali, dan / atau pertimbangan objektif Lainn7,a.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagain:.ana dimaksud pada ayat (1),
rneliputi:
a. melakukan tindakan yan$ mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakr*kan p,engujian attr.e tagihan dan mernerirrtahkan p,ernbayaran;

' d. mengadakan ikatan/perjanjiin kerjasama dengan pihak tain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatanganl SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan q

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran iainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran
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(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa peng.guna barang sebagaimana

dimaksua p"aa ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada pengguna anggaran/pengguna barang'

{1)

a\

Bagian Ketujuh
Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

Pejabat penggama afiggarafif kuasa penggama areggarar_ dalam

melaksanakan program AIi U"giatan dapat menunjuk pejabat pada unit
kerja SKPD selaku PPTK.
prix sebagaimana dirnaksard. pada aryat (t) mempunyai trrgas mencakup I

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangarx pelaksanaan kegiatan;

". 
*"rryi.pkan dokumen anggaralf atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 13
penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (li
berdaiarkan pertimbangai kompetensi jabatan, anggaran kgSiatan, beban

kerja, lokasi, danlata.r_ ientang liendali dan pertimbangan objektif lainnya'
pptr bertalggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran. I

Bagian KedelaPan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan wewenallg atas penggunaan anggaxan yang

dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat

Penataus ahaan Kguangan SKPD (PPK-SKPD)'
ppK-SKpD sebagairnrrm di*rk"ud pada ayat {1'}rnempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS yarlg di4jukan oleh PPrK;

b. meneliti kelenEk*p*.t SPP-UP, Spp-CU dan SPP-TU yang diajukan oleh

bendahara Pengeluaran;
c. menyiapkan SPM; dan
d. menyiapkan laporan keuangan SKPD'
ppX-S[pfj tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas

melakukan pemungutan penerimaan negara f daeralt, bendahara, dan/atau
PPTK.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
perrgeluaran rrntrrk melaksanakan trrgas keberrdaharaan dalarn rangka

pelaksanaan anggaran Pada SKPD'

Bendahara penerimaan clan bendahara pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional'

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung

*"rrplrn trdat Langsung dilarang melakukan kegratan perdagangan'

pekerjaan pemboroigan- dan penjualan jasa atau bertindak sebagai

penjamin atas keliatan/peft4aan/ pellu alan, serta membuka

rekening lgtro po* *t*i menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan Iainnya atas nama pribadi'

(u

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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(4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan benEahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit
kerja terkait.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III
ASAS UMUh{ DAN STRUKTUR APBD

Bra,gian Pertama
Asers Umum APBD

Pasal 16
(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

dan kemampuan pendapatan daerah.
{2) Penyusunan APBD sebagairrrana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
rrntr.rk tercapainya tr4,.ran bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabiiisasi.

(41 APBD, perubahan APBD, dan pertanggunglawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 17
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah, baik dalam bentuk uang,

barang dan,/ataujasa dianggarkan dalam APBD.
(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

yang terukur secara rasionall yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dala.m APBD.

(4j Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan 
n

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1) Dalam menJrusun APBD, penganggararl pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup.

(2) Penganggaran untuk setiap pengeiuaran APBD harus didukung dengan
dasar hrrkum yarrg rnelandasirrya.

Pasal 19
APBD merupakan dasar pengelol,aan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung muleii tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 2O
(1) APBD merupakan satu kesatueln yang terdiri dari :

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada qyat (1) huruf a meliputi
semlta penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang
menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan trdak perlu dibayar kerqbali oletr daerakr..
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(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meiiputi
semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar,,yang merupakan kew4jiban daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meiiputi
semua perrerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun emggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 21
Pendapatan daerah sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. Pendapatart Asli Daerah (PAD);
b. Dana Perimbangan; dal
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal22
(1) Pendapatam daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2O ai'at (1) huruf

a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok,
jenis, obyek, dan rincian oby,ek pendapatan.

(2) Belanja daerah sebagaimania. dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) hurul b
dirinci menurut u"rusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, oLryek, dan rincian obyek belanja.

(3) Pembiayaan daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf
c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok,
jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Pasal 23

(1) Kelompok Pendapatan Asli l]aerah dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasii pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. latn-latn Pendapatan,Asli Daerah 3'ang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retri'busi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan
Undang-Undang tentang Pqj.r.k Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada a3,at (tr) hun-rf c dirinci menurut ob;,eL pendapatan yang
mencakup:
a. bagian laba atas per:ryertaan modal

daerahlBUMD;
pada perusahaan miliit

b. bagian laba atas penyertaan
pemerintah/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan,moda-tr
kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lair, Perrdapatan Asli Daer*h y*og sah sebagaimana dimaksrrd
", pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan

daerah yang tidak termasul< dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah,
dan hasil pengelolaan keka)'aan daerah yatug dipisahkan dirinci menurut
obyek pendapatan yang antara lain:
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai

atau angsuranir:icilan;

modal pada perusahaan milik

pada perusahaan milik swasta atau
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b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d' penerimaan atas-tuntutarl ganti kerugian daerah;e' penerimaan komisi, potonfan ataupun ben;k ld" sebagai akibat daripenjualan dan/ at , prrgri"?r, t*rg"* a""7"t"" jasa oleh daerah;
' ffiffitffif,i} 

keuntunga; *ari se.tisih ?t*-'t ru*, "*pi""r, 
i*rrrad.ap mata

g' pendapatan denda atas keterrambatan pelaksanaan pekerjaan ; 
n

h. pendapatan denda paiak;
i. pendapatan denda ieiribusi;j. pendapatan hasil eksekusiatas laminan;
.k. gendapatan dari peng.*t"fl"rr;
1. fasilitas sosial aan falihtas umum;m' pendapatan dari perlverenggaraan pendidikan dan peratihan; dann' pendapatan dari Badan La:[nan umum naerah (BLUD)

(1J Kelompok pendapatan Dana
Pasal 21 huruf b qreJipufi :
a. Dana Bagi Hasilj
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.

Jerris dana alokasi Lrrru-rm
alokasi umum.
Jenis dana alokasi khusus
kegiatan yang ditetapkan oleh

Pasal 24

Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hanva, terdiri atas objek pend.apatan dana

dirinci menurut objek pendapatan menurutpemerintah.

tq ::t:ritr:,!;*#,:ll*,".i rnenurut objek pcndapatan yans mencakup :

b. bagi hasil nutan pajak.
(3)

(4)

Pasal 25

f.:i:Tfl;["?l}iffi*;il3fl"*" daerah -vans sah dibagi menurut jenis
a. Hibah berasal dari

badan/ 1e*u1e/*rg*rri*"*io""".1-T* Tf,ff*n rr"$?I"n -iilHftmasyarakatf perorangan, dan 1embaga luar negeri yang tiE*r. mengikat;b' dana darurat aqll 'pemerintati 
aatam rangka penanggulangankarban / kerusakan akibat bencana aiarn;

: dana bagi hasii.pajak dari provinsi;d. dana penyesuaian yang dit-etap.kan pemerintah; dane' bantuan keuangan daii provdJ ;;*;;;;"rerintah daerah lainnya.

Pasal 26

(1) Hibah sebagaimana dimaksud clalam pasar 2s huruf a merupakan bantuanberupa uang' 
-barang, dan/atar-r jasa termasuir 

-tenaga ahli dan pelatihan

Itr?,X"fi?#1,"',,'flfiH**[*.;;;;""r.a.i-,"-r,,0*r.*;A;;;
"',[;'ffiH:: 5:X;::;k*'ffi?ii",, sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1)

Bagian KeemPat
Etelanja. Da"erah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b

dipergUnakan dalamlangka *trrd*rr.i pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi f."*""'"gJ' t*n"paten y*U terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan yangditetapkan dlngan ketentuan perundang-undangan'

Belanja penyelenggaraan '**"i"ffi 
--"-li?:1*ana dimaksud pada ayat

{1) diprioritast<an-r?ntrt *"tirdungi Aan me2lngkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya ***"rrifri kewajiba-n daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan p"i"V"t "" 
d..*u't, pend'idikan, kesehatan'

fasilitas sosial a*' fisilitas ';;; 
yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial'
;:ff&*?ATffi ;:Xkehid,pan*-?:{i'i*:-::?ffl "ffii-;}XX":tJ#1?,',I;H"ffi "'fiff +,Xii&?:i4li-;:+i::l*:itS"*"fff; ff 

,#:Lf '#17
;:ilr#J'Jt?tHii* ;;;#;J Y: :T wa; iu p e me rintahan d ae rah s e sual

a"rgu..t peraturan perundan g;undangan'

Pasal 28

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan p'eme1nfahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) t"rai.i darli beiania urusan wajib dan belanja

urusan Pilihan'

(2)Klasifikasibelanjamenuruturusanwajibsebagaimanadimaksudpada\ / 
aYat (1) mencakuP : I

a. Pendidikan;
b. kesehatan;
c. Pekerjaan umum;
d. Perumahan ralqYat;

e. Penataan ruang;
f. Perencanaan Pembangunan;
g. Perhubungan;
fr. Ungkungan hidt*P;
i. Pertanahan; . :1,

:-. ["P""audukan dan catata:n siPil;

k. pemberdayaan perempuan dan periindungan anak;

1. keiuarg" b",ttt"ana rlin keluarga sejahtera;

m. sosial;
n. ketenagakeriaan;
o.f.op*t"-*idanusahakecilcianmenengah;
P. Penanaman modal;
q. kebudaS'aani
r^. kePemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik d"alam negerl;

t' otonomi d.aeralr, pemerintahan llmllm, ad"ministrasi keuangan daerah,

perangtoai daeru h, k*p*g**aian dan persandian;

u. ketahanan Pangan;

". f**U"rdayaan masyarakat dan desa;

w. statistik;
x. kearsipan;
y. ko*rt ikasi dan inforrnatika;dan
z. Perpustakaan'

(3) Klasifikasi belanja menu nt urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada

^-,^+ f 'll mFrraAkrln:

t2\



Bagian Keempat
Elelanja Daerah

Pasal27

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 20 ayat (1) huruf b
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

{2) E,elanja penyelenggaraan Lrrusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diprioritaskan untuk melindun gi dan mening)<.atkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosiai.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar
pelayanan minimal berdasarl<an urusan wajib pemerintahan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Klasifikasi belanja menuru.t urusan pemerintahan sebagaimana dimaksu{
dalam Pasal 22 ayat (21 terdiri darii belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup : I

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan raL<yat;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i, pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan;
o. koperasi dan usaha kecil clan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayraan;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan Lrmum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. ketahanan pangan;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. statistik;
x. kearsipani
y. komunikasi dan inforrnatika;dan
z. perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menllrl.rt urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:
a. pertanian;
b. kehutanan;
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c. energi dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
e. kelautan dan perikanan;
f. perdagangan;
g. industri; dan
h. ketransrnigrasian.

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian
atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 29
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
a. pelayanan Ltmum;
b. ketertiban dan ketentraman;
c. ekonomi;
d. lingkungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umurr;
f. kesehatan;
g. pariwisata dan budaya;
h. pendidikan; dan
i. perlindungansosial.

Pasal 30
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagairnarTa dimaksud d.alam Pasal 22
a3'at (2) disesuaikan dengan susr-rnan organisasi pada masing-masing
pemerintah daerah.

Pasal 3 1

Klasifikasi belanja menurut proEJram dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang
meqjadi kewenangan daerah.

Pasal 32

{1) Belanja menun:t kelompok belanja sebagaimana dimaksrrd dalam pasal 22
ayat (21terdiri dari:
a. beianja tidak iangsung; dan r

b. beianja langsung,

(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a menrpakan belanja yang dianggarkan tid.ak terkait seiara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung sebag aimana dimaksud pada ayat {7) huruf b
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pela|<sanaan program dan kegiatan. '

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 33

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalarn pasal 32
(1). Huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. bunga;

ayat
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subsidi;
hibah; r

bantuan sosial;
belanja bagi hasil;
bantuan keuangan; dan
belanj a tidak t€rdrrga.

Pasal 34

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
merupakan belanjdkompenseisi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta
penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji
dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta" penghasilan
dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegaurai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yarrg obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Persetduan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
pembahasan KUA.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi keda,
dan I atats, pertimbangan objektif lainnya.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban keqa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban
keda normal

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
djmaksud pada ayat (3) djberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi
dan daerah terpencil.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan I<epada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

{8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksudr
pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi danf atau inovasi.

(9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
sebagaimana dimaksud padat ayat (3) dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Penaturan Bupati.

c.
d.
e.
f.
ob'
h.
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Pasal 36

Belanja bunga sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan
untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 37

(1) Belanja subsidi sebagaimana climaksud dalam Pasal 33 huruf c digunakan
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentr,r agar harga jual produksi/jasa yang !

dihasiikan dapat ter.l'angkau oleh masyarakat banyak.
(2) Pertrsahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

perusahaal/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa peiayanan
umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerirna belanja subsidr sebagairnana dimaksrrd
pada ayat (1) harus terlebi.h dahulu dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(4) Dalam rangka pertanggungjavuaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penggunit an dana subsidi kepada Bupati.

(5) Belanja subsidi sedagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai
dengan keperluan perlrsahaanf lernbaga penerima subsidi dalam peraturan
daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut
dituangkan dalam Peraturan Eiupati.

Pasal 38

(1) Belanja hibah sebagaimana climaksud dalam Pasal 33 huruf d digunakan
untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang
danf atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyaria.kat, dan organisasi kemasyarakatan yang
secara spesifik telah ditetapkem peruntukannya.

(2) Bclanja hibah diberikan secara seiektif dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa
dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenBgaraan fungsi perne:rintahan di daerahr.

(2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan
peningkatan penyelenggaraarl pemerintahan daerah
umum.

( ) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangr-rnan daerah
atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyeienggaraan
pemerintahan daerah.

untuk menunjang
dan layanan dasar
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(5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaporkan pemerintah daerah kepada Itf,enteri Dalam Negeri dan MenteriKeuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 40
(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bersifat bantuanyang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wqiib sertaharus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalamnaskah perjanjian hibah daerah.
(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus meneru.sdiartikan bahwa pemberian hibah tersebirt ada batas akleirny" t"rg"rrhr;gpada kemamprran keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan l"r*.bridalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

gekurang-&:urangnya memuat identitas penerima hibah, tujrran pemberian
hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 41
(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana. dimaksud dalam pasal 38 huruf edigunakan untuk menganggarkan permberian bantua" y"rg bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok / anggota masyarakat, dan partai-politik.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

"""u,rJselektid trdak terus menerus /tidak mengikat serta' rnemiliki kejelasanperrrntukan penggunaannya dengan mernpertimbangkan f..*""rp"""
keuangan daerah dan ditetapkaS dengan k"putuu"r, Bufati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan J*""ru. tidak terus menerus / tidakmengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wqiil dan tidak harusdiberikan setiap tahun anggaran.

(a) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 42
Belanja bagi hasil sefuagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f digunakanr:ntuk menganggarkan dana bagi hasil yarrg bersumber dari peridapatan
kabupaten kepada pemerintah desa atau pEndapatan p"*"rirrt*f, daerahkepada pemerintah daerah Iainnya sesuai 

- 
dengin ketentuan perundang-

undangan.
Pasal 43

(7) Bantuan keuangan sebagairnana dimaksud dalam- pasal 33 huruf gdigunakan untuk.menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umumatau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemelntah desa danpemerintah daerah lainnya dalam rarrgka pimerataan danlataupeningkatan kemampuan keuangan.
(2) Bantuan keuan gan yang bersifat umum sebagaim ana dimaksud pad.a ayat(1) peruntukan -dan penggunaarlnya diseiahkan 

""p"ruhrya k;p;j;pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 ) peruntukan dan pengelolaanny a diar ahkai / ditetapkan oleh pem"riniar,
daerah pemberi bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam ApBD atauanggaran pendapatan dan belanja desa penerima barrlurrr.
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Pasal 44
(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud daiam pasal 33 huruf hmerupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya trldak biasa atau tid,akdiharapkan berulang seperti penanggulaigan bencana alam dan bencana

sosial yang tidak diperkirakan sebell*ny", termasuk pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah tahun sebeiumnya yang telah ditutup.
(2) Kegiatan yang bersilat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu untuk tanggap darurat da'Iam rangka pencegahin g"igg"ii

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemeiint.hm Jemi t.i"ipii"y"
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas keiebihan penerimaan d.aerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didukung dengan buktibukti yang sah.

Pasal 45
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksucl dalam pasal 83 huruf adianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. 
,

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, beianja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bia.ntuan keuangan, dan beianja tidak terduga
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal Ss huruf b, huruf c, iruruf d, huruie,huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggartan pada beianja
SKPKD.

e.rf,fffi,,,*
Pasal 46

Kelompok belanja langsung dzrri suatu kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dibagi **rr*I jenis belanla yang terdiri dari:a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja modal.

Pasal 47

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dal.am Pasal +6 huruf a untukf
pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah.

Pasal 48
Belanja barang/jasa sebagaimana drrnaksud dalam pasal 46 huruf b
digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari L2 (dua belas) bulan drlr.- -melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Beianja barang/iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja
barang pakar habis, bahan/material, jasa kanior, 

'premi 
asuransi,perawatan ken^daraan berrnotor, cetak/penggandaan, sewa

rumah/gedung/ g;dangTparkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
lewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain 

- 
pengadian

barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejen,r:

(1)

(2)
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Pasal 49 ,

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c digunakanuntuk pengeluaran ya'.g ditakukan dala.ry :?.gk" .pengadaan aset tetapberwujud y"lg mempunyai nilai manfaat lebih "aua' ii'1dua belas) bulanuntuk digunakan dalam kegiertah pemerintahan.
(2) Nilai aset tetap bemnrjud rsebagaimana- dimaksud pada ayat (1) yangdianggarkan dalam belanjeL rnIa* sebesar harga beli/bangun asetditambah seluruh belanja yar,g terkait dengan pengadaa n/ pembangunan

aset sampai aset tersebut siap digunakan.
(3) Bupati menetapkan batas 

. 
r.ninimal kapitalisasi (capitatizatian threshold)sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 5O

Beianja langsung yang terdiri" dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,serta belanja modal untuk melaksanakan p-gi"m dan te{iatan pemerintahandaerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

.,,r?,?Siffi#:',ffiu*

. Pasal ;51

selisih antara anggaran pendapatan dae:rah dengan anggaran beianja daerahmengakibatkan terjadinya su.prus atau defisit APBD.

Pasal 52
(1) surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal sl terjadi apabilaanfJgaran pendapatan daererh iebih besar d.ari anggaran belanja-daerah
(2) Dalam hal APBD diperkirakan sr:rplus, diutamakan untuk pembayaranpokok utang, penyertaan mo"dal_ (investasi) daerah, p*u..i.n pinjamankepada pemerintah daerah lajin dan/atau pendar,aan-belanja peningkatanjaminan sosial.

(3) Pendanaan 
-P"F"j1 peningkatan jaminan sosial sebagaimana d.imaksudpada ayat i2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanandasar masyarakat yang dianggarkan padl sKpD yang secara fungsionalterkait dengan tugasnya melakJanakarprogram aan teliatan tersebut.

Pasal 53
(1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud daiam pasal s1 terjadi apabilaanggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
(2) Batas maksimal defisit APBD yltyk setiap tahun anggaran berpedomanpada penetapan batas maksimal defisjt ApBb obh Men{Jr; x.uungan.
(3) Dalam hal -A|BD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untukmenutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebihperhitungan anggaran tahu:n anggaran *.b.iu*rry", hasil penjualankekayaan dagra]r yang dipisahkari,- p"rr"rimaan pinjaman, penerimaankembali pemberian piniaman, dan' pinerimaan piutang atau pencairandana cadangan.

Pasal 54
(1) Pemerintah daerah wqiib melaporkan posisi surplus/defisit ApBD kepadaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Keulngan setiap semester da-lam tahunanggaran berkenaan. r
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(1)

(2)

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1),dapat dilakukan penundaan atas penyalirra, dana ;;;;-b""g""
Bagian Keenam

Perrrbiayaan Daer.ah

Pasal 55
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf
c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembi"yr^rr.
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimat<s[a pada 

"y"t iritencakup:a. SiLPA tahun anggaran sebeiumnya;
b. pencairan d,anr.a cadarrgarr;
c. hasil penjualan.kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kernbali pemberian pinjaman
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal pemerint.ah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pirlaman.
Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeiuaran pembiayaan.
Jurnlah pe.rnbiayaan neto harras dapat rneni.rtup defi.sit anggaran.

sisa Lebih perhitu{ san orr**r,rlXt?'*l1lr,' o,u*u.ran seberumnya (s iLpA)

(3)

(4)

(s)

Pasal 56

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLpA)sebagaimana dimaksud daram Fasal 55 "y*t (z) huruf a mencakuppelampauan penerimaan PAD, prelampa"uan pc:rerimaan dana perimbangan,
pelampauan penerimaan lain-rai-n pendapat*r, d".ru.h yang sah, pelampauanpenerimaan perrrbiayaan, penghematan belanja, t e*4iua., kepada 'pihak
ketrga sampai dengan akhir tahun belum tlrselesailian, dan sisa danakegiatan laryutan.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 57
(1) Pemerintah daerah dapat mrembentuk dana cadangan guna mendanaikegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 

"Jtrufrrr7s.p".r,rrrrryudibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan peraturan claerah.
(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (z) mencakuppenetapan tujr.ran pembentukan dana cadangan, program' du.r, kegiatairyang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan danacadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening danacadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan danacadangan.

(4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
sebagaimana 

_ dimaksud pada ayat {21- aiuanas bersamaan denganpembahasan Rancangan Feraturan Daerah tentang APBD.
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(5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan danacadangan. sebagaimana dimaksud pad"a ayat (4) ditetapkan oleh KepalaDaerah bersamaan dengan penetapan Rancangan plraturan Daerah
tentang APBD.

(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Aiokasi Khusus,
pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada
rekening tersendiri.

(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan
dalaro portofolio dicantumlsan sebagai penambah dana cadangan
berkenaan dalam daftar dia.na cadangan pada lampiran rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan
dalam tahun anggaran yang br:rkenaan.

Pasal 58

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimrksud dalam Pasal 55 ayat (2)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah daiam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai denganjumlah yang telah ditetairkan dalam peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan berkenaan. I

Pasal 59

Penggunaan atas dana cadangan ylng dicairkan dari rekening dana cadangan
ke rekening kas umurn daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 58 ayat (1)
dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan
berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penj uaia, o"r,Irffift3l3r* yang dipisahkan

Pasal 60

Hasil penjualan kekallan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) hur-uf c digunakan, antara lain untuk menganggarkan
hasil penjualan perusahaan milik daerah/FuMD dan penjualan aset milik
pemerintah daerah yang dikerl'asamakan dengan pihak ketiga, atau hasil
divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf 4
Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasa-l 6l
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
hurr:f d digunakan unttrk menganggarkan penerimaan pi'nlaman daerah
termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
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Paragraf 5
Pemberian Pinjaman Daerah dan

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 62

(1) Pemberian pinjaman sebagairnana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf
d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada
pemerintah daerah lainnYa.

(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman scbagaimana dimaksud daiam
pasal 55 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah
lainnya.

i 
oaragraf6

Penerirnaan Piutang Daerah

Pasal 63

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 53 ayat (3)

digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan
piutang Pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari
pend"apatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan
bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya'

Paragraf 7
Penyertaan iVlodal Pemerintah Daerah

Pasal 64

Penyertaan modal pemerintah daLerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah
yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasai 65

{t) Penyertaan modal (investasi) jangka pendek roenrpakan investasi yang
dapat segera diperjualbeiikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka
manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
(duabelas) bulan.

(2) Penyertaan modal (investasi) jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakrrp deposito berjangka waktrr 3 (tigai brrlan sampai dengan
12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembeliann
Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat
Perbendah ar aarl Negara (SPN) .

{3) Penyertaan modai (investeisi) jangka panjang digunakan untuk
menampung penganggaran invpstasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan
non-permanen.

(4) Penyertaan modal (Investasi) jangka panjang sebagaimana dirnaksud pada
ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam
rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya Lembaran Negara
pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham
pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah
untuk tujuan mer2laga hubr.rngan baik dalam dan Tuar negeri, surat
berharga yang tidak dimaksiudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.
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(s) Investasi permanen sebagaimana d.imaksud pada ayat (3) bertujuan untuk
dimiliki 

"""u.r" 
berkelanjltr., tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau

tidak ditarik kembali. seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam

bentuk penggunau*"rrrrrrTpemanfaatan aset daerah, penyertaan modal

daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi

permaner," l*irtrtya yang dimiliki pemerintah daerah rrntuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditarik. kembali, seperti pembelian obligasi atau surat

utan[ jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan

tangfai jaluh -tempol 
.dana, yang disisihkan pemerintah daerah dalam

, urfiLu p-"lryr.rr^n / ie mberdayaan masyarr.kat seperti ban tuan modal kerj a,

p".frU"itukin daia "".rru. bergulir kepada kelompok masyarakat,
pemberian fasilitas pend.anaan kepada usaha. mikro dan menengah'

Penyertaan modal (investasi) jangka panjang pemerintah daerah dapat

dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran

berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

modal dengan berpecloman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 66

(1) penyertaan modal (investasi) pemerintah. daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 55 iy^t {3) Il-rruf b, dianggarkan dalam pengeluaran
pembiayaan.

(2) Divestasi pemerintah daerah. dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan
pad.a jenis hasii penjualan kerkayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Divestasi pemerintah daerah yarlg dialihkan untuk diinvestasikan kembali

dianggarkag d"alam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah.

(4) penerima.an kLasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam

kelompok pendapatan asli d,aerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang diPisahkan'

Paragraf B

PembaYaran Pokok Utang

Pasal 67

pembayaran pokok utang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 55 ayat (3)

huruf c aigunakan untuhmenganggarkan pernbayaran kewajiban atas pokok

utang yar}iD dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka Panjang'

BAB IV
PENYUS UNAN RANCANGAN APBD

Ilagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 68
RpJMD untuk jangka waktu iima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan progra- K"pu.lr, D""rah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP

Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

(6)

(7)
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Pasal 69

dalam Pasal I angka 42 ditetapkan paling
diiantik.

RPJMD sebagaimana dimaksud
lambat tiga bulan setelah BuPati

Pasa"l TO

(1) SKPD menjrusun rencana strategis yang. selanjutnya disebut Renstra-sKPD

yangmemuat visi, misi, tt4'uan, strategi, kebq'akan, prograrn dan kegiatan

pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing'
(2) Penyusunan henstra-SKPD sebagaimani^ dimaksud pada ayat (1)

berpedoman Pada RPJMD'

Pasa-l 71

(1) Pemerintah daerah men)nrsun RKPD vang merupakan p9-"1::::1i.,iTi'
RPJMD dengan *..rggrrlkan bahan dari Renja SKPD Y"t I jangka waktu

satu tahu n yung.t "ri[r",, 
kepada Rencana Kerja Pemerintah'

{2} Renja SKpD ""fr"g"i;" 
na diitaksud pada a3'at {7) merupakan penjabaran

dari Renstra SKPD yang rlisusun berdasarkan evaluasi pencapaian

peiaksanaan program dr,n keg;iatan tahun-tahun sebelumnya'

1sy nxro sebagarmina dimaksull pada ayat (1) memuat rancangan kerang)<a

ekonomi d"aerah, prioritas pernbangunan dan kewajiban daerah, rencana

kerja yar,g terukui dan pendanaannya, baik yarrg dilaksanakan langsung

otef, peme-rintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.
g) Kewljiban daerah sebag,aimana dimaksud pada ayat (3)

memiertimbangkan prestasi'capaian standar pelayanan minimal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan'

Pasal T2

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (1) disusun untuk
menj amin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pen ganggararr,

pelaksan aan, dan Pengawasan.
(2) penyusunan RI{Pb diselesai.kan selambaf-lambatnya akhir bulan Mei

tahun anggaran sebelumnYa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Eiagian Kedua
Kebijakan Umum APBD

Pasal 73

Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l
ayat (1), menJrusun rancangan kebijakan umum APBD.
Pen5rusunafl rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penl,'Llsunan APBD yang
ditetapkan oleh Menteri Dalarn Negeri setiap tahun.
Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) sebagai landasan
penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan
Juni tahun anggaran berjalan.
Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama
DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

(ii

(2)

(3)

(4)

27



(1)

{2)

lBagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 74

Berdasarkan kebijakan umu.m APBD yang telah disepakati, pemerintah
daerah dan DPRD membahits rancangan prioritas dan plafor. alfggaran

sementar a yarig disampaikan oleh Bupati.
pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun anggaran sebelumnYa.
pembahaian prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dileksanakan dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

a. menentukan skala prioriteis dalam untsan wajib dan urusan piiihan;
b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
c. menJrusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program'
Kebijakan um1rm APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementarayaJrg
telah dibahas dan disepakati beruama Bupati dan DPRD dituangkan dalam
nota kesepakatan yan[, ditan<Tatangani bersarna oleh Bupati dan pimpinan
DPRD.
Bupati berdasarkan nota ker;epakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) 

-menerbitkan 
pedoman perr1rusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala

SKPD menJrusun RKA-SKPD.

Bagian I(eemPat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 75

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksudn

pada Pasal 74 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD'
ifxe-Sfpo diiusun denggn menggunakan pendekatan kerangka
pengelrraran jangka rrrenengah daerah, p,enganggafan terpadu dan
penganggaran berdasarkan pres,tasi kerja.

Pasal 76

penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan men1rusun prakiraan maju yang berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

dir".r.rrrakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan
program dan kegiatan fersebut pada tahun berikutnya'

Pasal TT

penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan
dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan SXpO untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasai 78
(1) penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan

dengan memperha.tikan kete:rkaitan antara pendanaan dengan keluaran
dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk elisiensi
dalam pencapai.an keluaran d;an hasil tersebut.

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)
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(1)

{2)

(3)

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kineda,
analisis standar belanja, sta:ndar satuan harga, dan standar pelayanan
minimal.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, ditetapkan
dengan keptrtrrsan Kepala. Daerakr..

Pasal T9

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, memuat rencana
pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut
fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.

Bagian Keiima
Penyiapan RaPerda APBD

Pasal 80

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum
APBD, prioritas dan plafon anggaran sementasa, prakiraan rnEu yang telah
disetujui tahun arrggararr sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya,
serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 81

(1) PPKD men)rusLin rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut
dokumen pendukung berdasa.rkan IRKA-SKPD yarig telah ditelaah oleh
TAPD.

(2) Dokumen pendukung sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
nota keuangan, dan rancangarn APBD.

BAB V
PENETAPAN APBD

Beigian Pertama
PenyampeLiau dan Pembahasan

Rancangan PeraLuran Daerah tentang APBD

Pasal 82

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada
DPRD disertai penjelasan dan dokulnen pendukungnya pada minggu pertama
bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama.

PasaL 33
(1) Tata cara pembahasan ran"cangan peraturan daerah tentang APBD

dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada
peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada
kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon
anggaran sementara dengan program dan kegiatan yan.g diusulkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ,t

Pasal 84

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan
peratrrran dasrah tentang APBD dilakukan selarnbat-larrrbatnya satrr bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD. I

Pasal 85

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1) tidak metrgambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam
rancangan peraturan Bupati tentang APBD.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Rancangan peratrrran Bupati sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur bagi
kabupaten.

(4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan selanrbat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung
sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
disahkan, rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan
meqfadi peraturan Bupati tentang APBD.

Elagian Ketiga
Evaluasi Rancanrgan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 86

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang APBD yang
telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat
tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
terhitrrng sej ak diterirnanya rancangan dimaksrrd.
Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima
belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Kepala Daerah dapat
menetapkan rancangan peraturan daerah t;rrtang APBD mer{adi Bupati
tentang APBD dan rancangan peraturan tsupati tentang penjabaran APBD
menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(1)

(2t

(s)
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(1)

{2)

(a) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan raniangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang teSifr tir:[gi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati'

(S) Apabila Gr*bernur menyatakan hasil evaluasi rallcanrgat;r perattrran daerah
tentang APBD dan rancangarl peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

berteniangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yar:€ lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan
penyemp.rrrt .- selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi.
(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan

Blpati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD meqjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah
dan peraturan Bupati dimaksud sekaligus iiienyatakan berlakunya pagu
APBD tahrrn s,ebehrmnYa.

Pasal 87

paiing lama tduh hari setelah keputusan pembatalan sebagaimand
dimafsud dalam pasal 86 ayat 116), Bupati ha11s memberhentikan
pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati
mencabut peraturan daerah climaksud.
pencabutan peraturan daerahr sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan demgan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Petaturan
Daerah tentang APBD.
pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalhm Pasal 86 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Gubernur menyamparkan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan
peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD kepadet Menteri Dalam Negeri'

Pasal 89

Hasil evaluasi atas rancarlgan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur untuk APBD Kabupaten.

Pasal 90
,

(1) Penyempurnaarl hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(5) dilakukan Bupati bersarna dengan Panitia Anggaran DPRD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oieh
pimpinan DPRD.

(3) keputusan pimpinan DPRD s,ebagaimana dimaksud pada ayat {21dijadikan
dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Silaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
(5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Gubernur untuk APBD kabupaten, paling lambat tiga
hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(3)
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(1)

(2)

I3agian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 9 1

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
Bupati tentd"ng penjabaran APBD yang telah dievaiuasi ditetapkan oleh
Bupati meqjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.
Penetapan Rancangan PeraLturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dilakukan selambat-lambat,nya tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

Kepala Daerah menyampaikan Peratural Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur bagi
kabupaten selambat-lambatrrya tduh hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI
PELAKSANAA}V APBD

I3agian Pertama
Asas UmLum Peiaksanaan APBD

Pasal 92

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja
daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang
tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana d,;naksud pada ayat (1), harus
didasarkan pada prinsip hemat, tidak rnewah, efektif, efisien dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokurr:Len Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 93

(1) PPKD paling lambat tiga I hari keda setelah APBD ditetapkan,
memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar men5rusun dan
menyampaikan rancanga.n DPA-SKPD.

(2) Rancarrgarr DPA-SKPD sebragaimana dimaksud pada ayat (1), merinci
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana
tiap-tiap satuan kerla serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepaia SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya
kepada PPKD perling larnbat enam hari kerja setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pader ayat (1) disampaikan.

Pasal 94

Tim anggaran pemerintah daerah rrrelakukan verifikasi rancangan DPA-
SKPD bersama-sama dengan kepala S}KPD yang bersangkutan.
Verifikasi atas rancan8an DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diselesaikan paiing lambat 15 hari kerja, se;'ak ditetapkannya peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

(3)

(i)

(2)

(1)

(?l
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(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD

mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris
daerah.

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan
kerja p"ngr*.san daerah, dan BPK selambat-lambatnya tduh hari kerja
sej ak tanggal disahkan.

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan ar.tgaran oleh kepala SKPD selaku penggur:a
anggaran lbarang.

I3agian Ketiga
Pelaksanaan Angg atan Pendapatan Daerah

Pasal 95

Semua penerimaan daerah dillakukan melalui rekening kas umtlm daerah.
Bend.ahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari
kerya.
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas
setoran dimaksud. 

_^_^1 ^r^Pasal 96

SKPD dilarang melakukan
peraturan daerah.

pungutan selain dari yang ditetapkan dalam

(3)

(i)
(2)

(1)

(2) SKPD yang mempunyai tuga.s memungut
kegiatannya berdampak padrl penerimaan
pemungutan dan penerimaan tersebut.

dan/atau menerima danl atau
daerah wajib mengintensifkan

Pasal 97

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat
dipergunakan langsung untul< pengeluaran.

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hihah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank
serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan
lainnya merupakan pendapatan daerah.

{3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk
barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 98

Pengembalian atas kelebihan pqlak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti
rugi dan sejenisnya dilakul<an dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang ber-sangkutan untuk pengembalian penerimaan yang
terjadi dalam tahun yang sama. 

,

Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terl'adi pada tahun*tahun
sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

(1)

(2)

aa
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Angg arar' Belanja Daerah

Pasai 99

(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap d.an sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakib atkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan daeralt tentang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah. I

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wa1ib.

Ppsal 100

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DpA-
SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SpD.

Pasal 101

Gqii Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai negeri siflil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan mempe.rhatikan kemirmpuan keuangan daerakl dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 1O2

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, waiib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yar,g dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank
lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro
dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1O3

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SpM
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Pembayaran sebagaimana di.maksud pada ayat (1) diiakukan dengan
penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
Dalam rangka pelaksanaan pemb ayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan peilntah pembaT,aran J,ang diterbitkan oleh
pengguna anggararl;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang

tercantum daiam periniah pembayaran;
d. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
e. memerintahkan pencairan riana sebagai dasar pengeluaran daerah; danf. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang

diterbitkan oleh pengguna angg&r&rr tidak memenLlhi persyaratan yanA
ditetapkan.

Pasal 1O4

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
diterima kecuali ditentukan lain dalam perattrnan perundang-undangan.

(1)

(2)

(s)
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(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna
anggaranfkuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(3) Bendahara pengeluaran meleiksanakan pembayaran dari uang persediaan
yang dikelolanya setelah:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. mengr4ji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
perintah pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
(4) Bendahara pengeluaran wqiib menolak perintah bayar dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara pengeluaran trertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakiannya.

Pasal 105

Kepala Daerah dapat memberika:n izin pembutr::"an rekening untuk keperluan
pelaksanaan pengeluaran di lingl,lungan SKPD.

Pasal 1O6 
!

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran
dilarang menerbitkan SPM yang rnembebani tahun ar:.ggarar, berkenaan.

Elagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 107

(i) Pengelolaan anggaran pernbiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
(2) Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 108

(1) Pemindahbukuan dari rekeni.ng dana cad.angan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasar}.ran rencana pelaksanaan kegiatan, setelah
jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah
tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam pera.turan daerah tentang pembentukan dana
cadangan

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan ole:h kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 109

(1) Penjualan kekayaan milik rlaerah yang dipisahkan dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pencatatan penerimaan atas peqjualan kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didaserrkan pada bukti penerimaan yang sah.
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(1)

\2\

Pasal 1 10

Penerimaan piqjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan
diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaarl'
Penerimaan pinjaman datram bentrrk mata uarrg asing dlbukukan dalam
nilai rupiah.

Pasal I I I

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian
pemberian pinjaman daerah se:belumnya, untuk kesesuaian pengembalian
pokok pinjaman dan kewajiba:n lainnya yang menjadi tanggungan pihak
peminjam.

Pasal 1 12

(1-) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana
cadangan dalam tahun anggrrran bersangkutan sesuai dengan jumlah yan$
ditetapkan dalam peraturan daerah.

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang
ditransfer d.ari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan
dilakukan dengan sr.rrat perintah pemindahbukrran olekr. kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Pasal I13

Penyertaan modal pemerintah d.aerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyet"taan modal daerah berkenaan.

Pasal I 14

Pembayaran pokok utang didar;arkan pada jumlah yang harus dibayarkan
sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas
utama dari seluruh kewE'iban pemerintah daerah yang harus diselesaika4
ddam tahun anggaran yar.g berkenaan.

Pasal 1 15

Pemberian pinjaman d"aerah kepad!. pihak lain berd.asarkan Keputusan Bupati
atas persetujuan DPRD.

Pasal 1 16

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah,
pembayaran pokok utang da"n pemberian pinjaman daerah dilakukan
berdasarkan SPM yang diterbitkrln oleh PPKD"

Dalam rangka pelaksanaan
berkewajiban untuk :

Pasal 1 17

pengeluaran pembiayaan,

a. meneliti kelengkapan peri.ntah pembayaran/pemindah
diterbitkan oleh PPKD;

b. menguji kebenaran perhituflg&fl pengeluaran pembiayaan
dalam perint ah pembayar an;

kuasa BUD

bukuan yang

yang tercantum

36



C.

d.
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
rrr.rrot"t pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran
pembiayaan tidak memenuhi persya ratan yang ditetapkan.

I

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTIDR PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Eiagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

pemerintah daerah menlrusun laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis untuk enam bulan berikutnya.
r,apoiarisebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD

selambat -lambatnya pada akhit bulan Julj tahun ar:'ggarar: yang

bersangkutan, ,ttt rk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah
daerah.

.Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pa,sal tr 19

penyesuaian APBD dengan perkembilngan dan/atau perubahan keadaan,
dibahas bersama npnu clengan pemerintah daerah dalam rangka
pen)rusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yan.g

bersangkutan; apabila terjadi:
a. perfembrt gt, yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umllm

APBD;
b. keadaan ya11g menyebakrkan harus dilakrrkan pergeseran anggaran

antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yaig menyebabkan saldo arrggaran lebih tahun sebelumnya

harus digunakan untr-Lk telhun betjalan;
d. keadaan darurat; dan
e. keadaan luar biasa.
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan daiam
rancangan perubahan APBD, danf atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-
krrrangrrya memenuhi kriteriei sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali darr pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang r;ignifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 120

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahunn

anggaran, kecuaii dalam keailaan luar biasa.

(2) Keadaan hrar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf
e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan danf atau
pengeiuaran d.alam APBD me.ngp.lami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 5Oo/o (Iima puiuh Persen).

(1)

(21

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

Pasal 121

Pemerintah daerah mengajr.rkan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan

pe.setujuan DPRD sebelum trehun anggaran yang bersangkutan berakhir'

bersetrrjuan DPRD terhad"ap, r*n**ng1*n peratr'rran daerah s'ebagairnana

dimaksld pada ayat (1); selambat-lambatnya tiga bulan sebelum

berakhirnya tahun anggaran.

Pasal t22

Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
perubahan ApBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku

ketentuan sebagaimana dimarksud dalam Pasal 83 dan Pasa'l 86'

Apabila hasii 
"evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

aitinaauanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peratuian Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah

dr., peraturan Kepala- ba.eiah dimaksud dibatalkan dan sekaligus

*".ryrtrkan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk
pendanaan keadaan darurat.
Fembatalan Peraturan Daerzrh tentang Perubahan APBD Kabupaten dan
Peraturan Kepaia Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan oleh Gubernur'
- 

oasal 123

paling lama td.rh hari setelah keputusan tentang pembatalan
sebag*aimana dimai<sud dalzim Pasai 122 ayat (3J, Kepala Daerah wajib
mem-berhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan selanjutny'a Kepala Daerah bersarna DPRD mencabut peraturan
daerah dimaksud.
Pencabutan peraturan d.ae:rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah

tentang perubahan APBD'
pelaksanaan , pengeluaran eLtas pendanaan keadaan darurat danf atau
keadaan luar biasa sebagairnLana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf
d dan huruf e ditetapkan dengan peraturan Kepaia Daerah.
Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan
luar biasa sibagaimana d.irnaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

BAB VIII
PENATAUSA}{AAN KEUAN GAN DAERAH

Ilagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 124

(1) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/
p"rr[.tr"r*t dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
11u1,.ll buranglkek ayaart clae.rah, wajib menyelenggarakan penatausahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(u

(2)

(3)

(4)
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(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokr-rmen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul
dari penggunaan surat bukti climaksud.

Elagian Kedua
Pelaksanaan Peneitausahaan Keuangan Daerah

Pasai 125

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Kepaia Daerah menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban

(sPJ);
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. bendakrara penerirnaan/perngetrrraran; dan
f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat sebagainaana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum drrnulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 126

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam
melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD
dapat dibantu oleh pembantu ltendahara penerimaan dan/ atau pembantu
bendahara pengelllaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. I

Pasal 127

(1) PPKD dalam rangka manajiemen kas menerbitkan SPD dengan
rnempertimbangkan penjadwalan peinbayaran peiaksanaan program dan
kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 128

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai
95 ayat (3,| dilakukan dengan uang tunai.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum
daerah pada bank pemerintair yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa
BUD menerima nota kredit.

(3) Bend ahara penerimaan dilerang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya iebih dari satu hari kerja danf atau
atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal tr"29

(1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaern dan penyetoran atas penerimaan yang
menj adi tanggung j awabnya.
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(2)

(3)

Bendahara penerimaan pada SKPD wqiib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerirrraan kepada PPKD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
PPKD melak'ukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 130

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU dan SPP-LS,.

(2) Bendahara pengeiuaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada
SKPD mengajukan SPP-UP kepada per,gguna a;.:ggar:an setinggi-tingginya
untuk keperluan satu bulan.

(3) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana.

(4) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara
pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(5) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaan.

(6) PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada
SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna ar:ggarar, paling
Tambat 3 (tiga) han keqa setelah diterimanya tagihan dari piJr"ak ketiga,

(7) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengqjukan permintaan
uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian
\Iang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan
menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungiawaban atas
penggunaan uang persediaan sebelumnya.

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. !

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ppsal 132

(1! Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna ar,'warar, yang ditqjukan kepada bank
operasional mitra keqanya.

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
paling lama dua hari kerja sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan
pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran bilamana:
a. pengeluaran tefsebut melampaui pagu; dan/atau
b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.
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(1)

(2)

(4) Dalam hal kuasa BUD
dimaksud pada ayat (3),
setelah diterima.

menolak permirr''':.n pembayaran sebagaimana
SPM dikembalikan paling lama satu hari kerja

!

Pasal 133

a7,at (1) disusun
dengan ketentuan

Ketentuan mengenai tata cara peqatausahaan bendahara pengeluaran diatur
dengan Peraturan Bupati.

B,agian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 134

Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang
rnengaclr kepada standar akuntansi pemerintahan.
Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasa.l 135

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 136

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset;
d. prosedur akuntansi selai.n kas.

{2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud
berdasarkan prinsip pengendalian intern
peraturan perundang-undan gan.

pada
sesuai

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN

LAPORAN SERTA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 137

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas
transaksi keuangan, aset, r:tang dan ekuitas dana, yang berada dalam
tanggung jawabnya.
Penyelenggaraan akuntansi sebagair:r.ana dirnaksud pada ayat (1)
merupakan pencatatan/pe:natausahaan atas transaksi keuangan di
lingkungan SKPD dan meny:iapkan laporan keuangan sehubungan dengan
pelaksanaan anggaran dan barang yang d"ikelolanya.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangafl, t

yang disampaikan kepada Kepala Daerah melaiui PPKD selambat-
lambatnya dua bulan setelah tahun a.nggaran berakhir.

(1)

(2)

(3)
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(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 138

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang,
dan ekuitas dana, termasuk transaksi pernbiayaan d,an peihiturngannya.

(2) PPKD men]rusun laporan keuangan pemerintah daerah ierdiri dari :a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebngai:mana dimaks;d pada ayat (zl d.isusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar AkuntansiPemerintakr,an. r

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan 6adan usaha milik
daer ah / perusahaan daerah,

(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud. pada ayat
(2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan kepacla Bupati dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 139

Bupati menyampaikan rancangan peraturan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
keuangan yarrg telah diperiksa oleh Badan
lambat enam bulan setelah tahr,rn anggaran

daerah tentang
kepada DPRD berupa laporan

Pemeriksa Keuangan (BpK) paling
berakhir.

Pasal 14O

(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal
138 ayat (6,1 disampaikan kepada EPK selambat-Iambarnya tiga bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemeriksaan laporan keua:ngan oleh BPK sebagaimana dimaksud" pada
ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah ,rr..r.^ri*"
laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BpK
belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, ru..r"urrgu.n peraturan
daerah sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 139 diajukan kepada DpRD.

Pasal 141

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan
keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK- ,t*" laporan k.r"rgu.,
pemerintah daerah sebagaiman,a dimaksud dalam pasal 1ao ayat (2).

Pasal 142

Pen;rusunan LPPD menganllt prinsip transparansi dan akuntabilitas.
LPPD Kabupaten mencakup penyelenggaraan :

a. Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Tugas Pembantuan; dan

(1)
(2)
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{3)

(4)

(5)

(1)

(2)

t3)

c. Tugas Umum Pemerintahan.
LPPD kabupaten disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri melalui
Gubernur. ,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) dan ayat (3i disusun dengan
format sesuai peraturan perundang-undangan dan disampaikan paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling iambat 30
(tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

Pasal 143

LKPj Bupati mencakup penyeienggaraan:
a. Urusan Desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Tugas Pembaatuan; dan
c. Tugas Umum Pemerintahan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran djLsampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPj Akhir Masa Jabatan disarmpaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan
Kepala Daerah yang beqsangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal penyampaian LKFj Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan
dengan LKff Akhir Tahun Anggaran atau be4arak 1 {satu) bularr, penyampaian
LKPj Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPj Akhir Masa
Jabatan.

Pasal 744

Bupati waiib memberikan informasi LPPD
cetak danf atau media elektronik.

{2) Muatan informasi LPPD kepada masyarakat merupakan ringkasan LPPD dan
disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah .

BAB X
PENGENDALIAN DEFISIT' DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama
Pengendalian Defi sit APBD

Pasai 145

(1) Dalam ha1 APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber
pembiayaan untuk menutupri defisit tersebut dalam peraturan daerah
tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan
pembiayaan netto.

Pasal 146

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan
a. Srba [e6rh Pbrhrtungan Anggaran (SILPA] daerah tahun sebelumnya;
b. hasil penjuaian kekayaan daerah yan,g dipisahkan;
c. penerimaan pinjaman; danlata.u
d. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
e. pencairan dana cadangan;

(4)

(u kepada masyarakat melalui media
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I3agian Kedua
Penggunaan Surplus ApBD

Pasal 147

Dalam hal APBD dijerkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD.

Penggunaan surplus APBD
pembentukan dana cadangan,
jaminan sosial.

Pasal 148

diutamakan untuk pengurangan utang,
danlatau pendanaan belanja peningkatan

BAB XI
, KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

,i":r?e5rrffi Daerah

Pasal 149

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan meialui
rekening kas umum daerah.

Pasal 15O

(1) Dalam rangka pengeiolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas
umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah,kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaari dan rekening
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Reken ing penerimaan sebagaim ana dimaksud pad,a a3,at (2) digunakan
untuk menampung penerimaein daerah setiap hari.

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap
akhir hari kerla wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas'umum
daerah.

(5) lgkening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diisi dengal dana yang bersurnber dari rekening kas umum daerah.

(6) Jumiah dana yang disediakein pada rekening pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengelu.r"i untuk
membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan au]u.rn APBD.

Pasal 151 
r

(1) Pemerintah daerah berhak rnemperoleh bunga d,anf atau jasa giro atas
dana yang di:simpan pada bzrnk umum berdasarkan tingkrt *rt r-, bunga
dan/atau jasa giro yang berlaku,

(2) B_unga dan/ataujasa giro yarlg 'diperoleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) rnerul:akan pendapatan asii daerah.

(1) Biava sehub,ngan dengr, ,,"i;;::'r..- diberikan oleh bank umumdidasarka, pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang
bersangkutan.

(2) Biaya sebagaimanE" dimaksud pada ayat (i) dibebankan pada belanja
daerah.
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(1)

{2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 153

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanjJ,
dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah
diselesaikan seluruhnya den.gan tepat waktu.
Pemerintah daerah mempunyai }'ak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan peral.uran perundang-undangan.
Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan menllrut perattran perundang-undangan.
Penyelesaia4 piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat
dilakukan melalui perdamaiian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 154

(1) Piutang daerah dapat dihra"puskan secarra mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai denganL ketentuan mengenai penghapusan piutang
rregara dan daerah, kecr:ali mengenai piutang daerah yang cara
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(2) Penghap\Isarr sebagaimawa dimaksud pada ayat (1),
menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
a. Bupati untuk jumlah sarnpai dengan Rp 5.OOO.OOO.0OO,OO (lima miliar

rupiahj;
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp

5.000.0O0.0O0,00 (lima ntiliar rupiah).

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 155

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka
panjang untuk memperoleh rnanfaat ekonomi, sosial, danlatau manfaat
lainnya.

(1)

t2)

Pasal 156

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud
merupakan investasi lebih dari 12 (dua belas) bulan.

separl]ang

dalam Pasal 155
dimaksudkan untuk

dalam Pasal 155,

(1)

(21

Pasal 157

Investasi jangka panjang selcagaimana dirnaksud dalam Pasal 756 ayat (2)
terdiri dari investasi perrnanen dan non permanen.
Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan
atam tidak ditarik kembali.
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(1)
niat

(s)

(4)

Investasi non permanen sebagaimana
dimaksudkan untuk dimilil<i secara tidak
untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
Ketentuan lebih lanjut merxgenai pedoman
permanen diatur dengan Peraturan Bupati.

dimaksud pada ayat
berkelanjutan atau ada

Investasi permanen dan non

(1)

(2)

I3agian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 158

Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah.
Perolehan lainnya yang sah sebagairrrana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbanganf atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh daLri kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan

kerja salTra pernanfaatan barang n-r.ilik daerah;
c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan

perundang-undangan; 
r

d. barangyang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal i59

Pengelolaan barang daerah r|eHputi rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan,
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan
pengamanan.
Ketentrran lebih lanlut rnen5genai pengelol.aan barang daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

' B agiam Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 16O

(1) Pemerintah daerah dapat r.nembentuk dana cadangan guna mendanai
kegiatan yang penyediaan clananya tidak dapat dibebankan dalam satu
tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3) Peraturan daerah sebagairrana dimaksud pada ayat (2) mencakup
penetapan tujuan, besarat, dan sumber dana cadangan serta jenis
program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimantr dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari penyisihan eLtas penerimaan yang penggunaannya dibatasi
untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 161

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1)
ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh ppKD.

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalarn portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko
rendah.

(1)

\2\
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Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menarnbah dana cadangein.
Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yarrg tidak terpisahkan
dari laporan pertanggungjawaban APBD.

lBagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 162

Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
PPKD menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelaksanaan
piqjaman daerah.
Biaya berkenaan dengan p,injaman daerah dibebankan pada anggaran
belanja daerah.

Pasal 163

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah
tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, keeuali ditetapkan lain
undang-undang.

(2) Kadahrwarsa sebagairrtana dimaksud pad,a ayat (1) tertunda apabila pihak
yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya
masa kadaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dirnaksr-rd pada ayat (I) tidak berlaku untuk
pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 164

Piqiaman daerah bersumber darl :

a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain; !

c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e' masYarakat' 

frasal 16s

(1) Penerbitan obligasi daerah rlitetapkan dengan peraturan daerah setelah
mendapat persetujuan dari [ilenteri Keuangan.

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya mencakup jumlatr dan nilai nominai obligu."i d""ru.h yang akJn
diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil |enjrualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan
pembiayaan.

(5) Pembayaran bunga atas o$tilasf cr'aera.h aianggar*an pacrh derhrga 6unga
dalam anggaran belanja daerah,

Pasal 166

Pinjaman daerah berpedomar:r pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)

t4)

(1)

(2)

(3)

lima
oleh
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BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAW\SAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

tsagian pertama
Pernbinaan dan pengawasan

Pasa.l 167

untuk menjamin". kinerja atas pencapaian program-program yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten, DpRD metakukan f,"rrgu.*"san atas
pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh PemerintJh Daerah.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifatpemeriksaan.

(1) Untuk meningkatkan efisiensi
daerah, Bupati menugaskan
pemeriksaan intern.

(2) Pemeriksaan'_intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tata laksana
pe nyelen ggaraan prcgram / k<> giatan d an manaj eme n pemerintah daerah,(3) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana d.imaksud paa,
ayat (1) ditetapkan oieh Kepa.la Daerah.

(a) Pejabat pengawasan intern tiLdak diperkenankan merangkap jabatan lain diPemerintah Daerah, kecuali rli instansi yang bersangk,rtu.r.'
(5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat\+1 termisuk rnenjadi anggotatim atau Panitia daLam rangka perencinr"r'd"n pelaksanaan ApBD.

Pasal 169

Pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah untuk kabupate n/kota
dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal tr7o

DPRD melakukan pengawasan terhad"ap pelaksanaan peraturan Daerah
tentang APBD.

Pasal 771

Pengawasan pengelolaan keua:ngan daerah berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.
Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 172

(1)

(2)

Pasal 168

dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan
Inspektorat Kabupaten untuk melaku[an

kinerl_a,. transqaransi,_ dan akuntabilitas
Bupati mengatur dan menyelenggarakan
lingkungan pemerintahan daerah yang

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimanadimaksud prga ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Daiam rangka meninql<atkan
pengelolaan keuangan daeriah,
sistem pengendalian intern di

Idipimpinnya.
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{1)

{2)

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 173
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PE]VYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 174

Setiap kerugian daerah yang dfsebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbqatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankarr kepadanya s,ecara langsung merugikan kerrangam daerah,
wajib mengganti kerugian tersebut.
Kepala SKPD dapat segera, melakukan tuntutan ganti rugi, setelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan teqiadi kerugian akibat
perbuatan dari pitib"k manapun.

Pasal 175

Kerugian daerah wqiib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD
kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya tujuh
hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara,
pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L74 ayat {2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya
dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak trdak mungkin diperoleh
atau tidak ddpat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 176

Dalam hal bendahara, pegaurai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan,
melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan
terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris,
terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari
b,endahara, p,egawai negeri bukan b,endahara, atam pejabat lain yang
bersangkutan.
Tanggung jawab pengampulyang memperoleh hak/ahli waris untuk
membayar ganti kerugian daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (11

menjadi hapus apabila dalam waktu tiga tahun sejak keputusan
pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia,
pengampulyang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat
yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

(3)

(1)

al

t3)

(1)

(21
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Pasal 177
(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalamperaturan Daerah ini berlaku pula untuk uang d"an/ atau barang bukanmilik daerah, yang berada dalam penguasaan bendaL^ru, pegawai negeribukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalampenyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah iniberlaku pula untuk pengel,ola perusahaan daerah dan badan-badan lainyang menyelenggarakan Pe,ngeiolaan keuangan daerah, sepanjang tidakdiatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 178
(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telahditetapkan .^ultuk mengganti kerugian daerah iapat dikenai sanksiadministratif dan/ atau sanksi pidana.
(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bend"ahara, pegawai negeribukan bendahara dan pejabat lain tidak rnembebaskan yang b..ru^rrgor,,'jt*r,

dari tuntutan ganti rugi.
Pasal 179

Kewa3iban bendahara, pegawal negeri bukan bendahara, atau pejabat lainuntuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu limatahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu delapan tahuisejak. terjadinya kerugian tidal< dilakukan penuntutan ganti rugi terhadapyang bersangkutan.

Pasal 180
(1) Pengenaan ganti kerugian dabrah terhadap bendahara ditetapkan oleh

BPK.
(2) Apabila dalam pemeriksaanL kerugian daerah ditemukan unsur pidana,

BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undarrg"r.

Pasal 181
Pengenaan ganti kerugian daereih terhadap pegawai negeri bukan bendaharaditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan mengenai
Peraturan Bupati.

Pasal 182
tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur d.engan

BAB XIV
PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 183
Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :a. menyediakan,barang dan/ata.u jasa untuk layanan umum;b' mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi d,anf ataupelayanan kepada masyaraka"t.

trasal 184
(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupanbangsa.
(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sertadikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk -"riy"r"rrgg;iakan kegiatanBLUD yang bersangkutan.
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Pembinaan keuangan BLUD ,Jit.li[X1r1*"1"n ppKD dan pembinaan teknisdilakukan oleh kepala sKpD yang bertanggung jawab atas bidangpemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 186
BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badanlain' 

I 
"asar 

1g7
Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayaibelanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 188
Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjutoJeh Menten Dalam JVegen setelah memperoleh pertimbar2gan MenteriKeuangan.

KETENT#AIS#*r*o*
Pasal 189

sernua peratutan !}era! yafig trerkaitan dengan pengelolaan keuangan d,aerahsepanjang belum diganti dan ticlak bertentarigan-derigan peraturan daerah inidinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah trt ,f,1# Jff*r, peraruran Daerah Nomor 02Tahun 2oo5 tentang Pokok-Pol,lok Pengeiolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten sarolarngun -l'einun uurrrl\omor 2 'lrerr T; f\omor r.,; drcdourdan dinyatakan tidak berlurku.

,Dasal -.1911
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerini*lrt *r, p.ngirraangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarari Daerah KabupatenSarolangun. 

q

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei ZOt2

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2Ol2

SE.KRE.TARIS D,{ERAH KAB UPA?EN SAR OLANGU]V,

ttd.

MUFIAMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 7
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAEFTAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 7 TAHUN 2AT2

, TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Da1am rangka meiaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan
Pemerintah t{omor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerakt,
Pemerintah Daerah perlu rnengatur mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut
sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 33O ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup.lelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengein "tertib" adaiah bahwa keuangan daerah
dikelala secara tepat w'aktu dan tepat guna yafig didukung dengan
buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungiawabkan.

Yang dimaksud dengan "ta.at pada peratrrran perundang-undangan"
adalah bahwa pengelolzran keuangan daerah harus berpedoman pada
peraturan perundang-u ndangan.

Yang dimaksud dengan "efektif' adaiah merupakan pencapaian hasil
program dengan targert yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keiuaran dengan hasil.
Yang dimaksud dengan "efisien" adalah merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Yang dimaksud dengan. "ekonomis" adalah merupakan pemerolehan
masrrkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat hargar
yang terendah.

Yang djmaksud de.ngan "transparan" adalah merupakan prinsip
keterbukaan yang mernungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses ihformasi seluas-Iuasnya tentang keuangan
daerah.
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Yang dimaksud dengan obertanggung jawab" adalah
merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggUngjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaa.n kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka peneapai:an tqjuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi
hak dan kewqiiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu
sikap yang dilakukan dengan wqiar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah bahwA
keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
maqvarakat.

Ayat (2) I

Crrlorp Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

' Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal B

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 1 1

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
CukuP Jelas.
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Pasal 17

Cukup Jeias.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal24
Cukup Jeias.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal27
Cukup Jelas,.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasai 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

:

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.
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Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup JelaS.

Pasal 4O
Cukup Jelas.

Pasal 4 1

Cukup Jelas.

Pasa1 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50 
I

Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.
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Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54
.. Cukup Jelas.

Pasal 55
- Cukup Jelas.

Pasal 56 '

Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas. i

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 6O
Cukup Jelas.

,

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasai 62

Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

t:

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

' Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 7O
Cukup Jelas.
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Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasai 74

Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasai 78
Cukup Jelas.

Pasai 79
Cukup Jelas. r

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

/.<

Pasal 83 
,

Cukup Je1as.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.
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Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 9O
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98

CukuP Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 10O
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 1O2
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 1O4
Cukup Jeias.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.
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Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108 n

Cukup Jelas.

Pasal 109

- Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasa1 1 1 1

Cukup Jelas.

:

Pasal 1 12
Cukup Jelas.

Pasal 1 13
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jeias.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 1 16
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

*. Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 1 19
Cukup Jelas.

Pasal 12O
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelaq.

- ' Pasa| 124
Cukup Jelas.

':

Pasal 125 i
Cukup Jelas.
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Pasai 126
Cukup Jelas.

Pasal I27
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas,

Pasal 132
Cukup Jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal 135
Cukup Jelas,.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 14O
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Pasal 142
Cukup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144
' Cukup Jelas.
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Pasal i45
Cukup Jelas.

Pasal 146
Cukup Jelas.

Pasal 147

" Cukup Jelas.

Pasal 148
Cukup Jelas.

Pasal 149
Cukup Jelas.

Pasal 15O
Cukup Jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
Cukup Jelas.

Pasal 154
Cukup Jelas.

Pasal 155 q

- Cukup Jelas.

:. Pasai 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup Jelas.

--/
Pasai 158

Cukup Jelas.

Pasat 159
Cukup Jelas.

Pasal 160
Cukup Jelas.

Pasal 161
Cukup Jelas.

:
Pasal 162

.. "ukup 
Jelas.

Pasal 163
Cukup Jelas.
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Pasal 164
Cukup Jelas.

Pasal 165
Cukup Jelas.

Pasal 166
-" Cukup Jelas.

Pasai 167
Cukup Jelas.

Pasal 168
Cukup Jelas.

Pasal 169
Cukup Jelas.

Pasal 170
Cukup Jelas.

Pasal 171
Cukup Jelas.

Pasal 172
Cukup Jelas.

Pasal 173
Cukup Jelas.

Pasal 174
- Cukup Jelas.

I Pasal 175
Cukup Jelas.

Pasai 176/1. Cukup Jelas.

Pasal L77
Cukup Jelas.

Pasal 178
Cukup Jelas.

Pasal 179
Cukup Jelas.

Pasal 18O
Cukup Jelas.

Pasal 181
Cukup Jelas.

Pasal 182
Cukup Jeias;
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,
Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184 '

Cukup Jelas.

Pasal 18S
,. Cukup Jelas. q

Pasal 186
Cukup Jelas.

Pasal 187
Cukup Jelas.

Pasal 188
Cukup Jelas.

Pasal 189 ,

Cukup Jelas.
u1..' Pasal 190

Cukup Jelas.

Pasal 191
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2AI2NOMOR 7
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